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ABSTRAK

Pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspeksosio-politik, sosio-filosofis, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakanginya, Perubahan tersebut dilaksanakan melalui suatu upaya yang dinamakan reformulasi. Reformulasi hukum yang penting untuk diteliti yaitu mengenai pengaturan pengelolaan barang bukti kasus narkotika, dimana  sampai saat ini belum ada pengaturan yang secara khusus terkait pengelolaan barang bukti kasus narkotika, sehingga dalam prakteknya terdapat kelemahan-kelemahan yang tentunya akan berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana narkotika itu sendiri. Pada desertasi ini, yang menjadi identifikasi masalahnya adalah: Apakah yang menjadi kelemahan pengaturan  tentang pengelolaam barang bukti kasus narkotika di Indonesia; bagaimanakah konsep reformulasi pengaturan pengelolaan barang bukti kasus narkotika dalam pembaharuan  hukum pidana di Indonesia.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute Aprroach), hal ini dilakukan dengan menelaah perundang-undangan  yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan kasus (case approach), dimana dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi baik yang belum ataupun yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta  pendekatan filsafat hukum, hal tersebut karena filsafat hukum melakukan kajian terhadap prinsip-prinsip umum dari hukum positif, termasuk mengkaji konsep-konsep perbuatan, niat, kehendak, kebebasan dan keadilan serta berusaha membuat satu teori umum tentang karakteristik hukum. Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan serta menganalisis fakta-fakta yang sesuai dengan identifikasi masalah  secara  sistematis  dan  faktual   tentang reformulasi pengaturan pengelolaan barang bukti kasus narkotika dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kelemahan pengaturan pengelolaan barang bukti narkotika di Indonesia diantaranya:  tidak adanya kewajiban  penyidik untuk mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan penyitaan sebagaimana KUHAP, sehingga menyimpangi, dan bertentangan dengan prinsip hukum dan norma-norma yang berlaku dalam pengaturan barang bukti yang memiliki keterkaitan dengan pembuktian perkara pidana; Adanya  penguasaan penuh oleh penyidik baik menyimpan maupun menguasai barang bukti narkotika rentan disalahgunakan karena penyidik bersentuhan langsung dengan barang bukti narkotika; Terdapatnya kewenangan penyidik dan Kejaksaan yang  melangkahi kewenangan pengadilan sebagai pemutus dalam persoalan hukum sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraht van gewidsde) dan asas praduga tidak bersalah; Pejabat Pengelola Barang Bukti tidak mendapatkan pelatihan khusus dalam mengelola barang bukti, sehingga berakibat meyamaratakan pengelolaan barang bukti kasus narkotika dengan kasus lainnya; Sarana prasarana penyimpanan barang bukti berbagai jenis narkotika belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan; Dalam Undang-Undang Narkotika tidak mengatur BAB khusus mengenai pengelolaan barang bukti narkotika, sehingga terkesan pengelolaan barang bukti narkotika disamakan dengan barang bukti pada umumnya. Konsep reformulasi pengaturan pengelolaan barang bukti kasus narkotika di Indonesia dilaksanakan melalui tahap-tahap: kebijakan formulatif, kebijakan  aplikatif dan kebijakan eksekusi, dimana secara substansi hukum diperlukan perubahan UU 35 tahun 2009 tentang narkotika serta perlu dibuat peraturan perundang-undangan minimal dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan barang bukti narkotika yang diberlakukan dan mengikat  serta dapat dijadikan pedoman oleh beberapa instansi penegak hukum (Kepolisian dan BNN) yang mempunyai kewenangan pengelolaan barang bukti narkotika. Saran yang dapat dikemukakan diantaranya adalah:  diperlukan pengaturan mengenai legal audit yg dilakukan lembaga independen di bidang pengelolaan barang bukti, perlunya ruangan yang khusus menyimpan batang bukti narkotika pada saat proses penyidikan tindak pidana, diperlukan peningkatan hukum tentang teknik dan mekanisme pemusnahan barang bukti yang sejalan dengan KUHAP; diperlukan regulasi yang tegas dalam rangka menghindari overlapping tugas BNN dan Kepolisian terkait dengan pengelolaan barang bukti narkotika;

Kata Kunci:  Reformulasi Pengaturan, Barang Bukti Kasus Narkotika, Pembaharuan Hukum Pidana.

ABSTRACT

Criminal law reform is closely related to the background and urgency of holding criminal law reform itself. The background and urgency of carrying out criminal law reform can be viewed from socio-political, socio-philosophical, socio-cultural aspects or from various policy aspects (especially social policies, criminal policies and law enforcement policies). This means that criminal law reform in essence must be the embodiment of changes and reforms to various aspects and policies behind it, these changes are implemented through an effort called reformulation. The important legal reformulation to be investigated is the regulation of the management of evidence in narcotics cases, where until now there has been no regulation specifically related to the management of evidence in narcotics cases, so that in practice there are weaknesses that will certainly affect the law enforcement of narcotics crime itself. In this dissertation, the identification of the problem are: What are the weaknesses in the regulation regarding the management of evidence in narcotics cases in Indonesia; how is the concept of reformulation of the management of evidence in narcotics cases in the reform of criminal law in Indonesia.
The method used in this research is a normative juridical approach, with a statutory approach (statute approach) carried out by reviewing legislation relating to the legal issue being handled. Case approach, which is carried out by conducting a study of the cases related to the issues faced, both those that have not been or that have become court decisions that have permanent legal force and a philosophy of law approach, this is because legal philosophy studies the general principles of positive law, including examining the concepts of concepts of action, intention, will, freedom and justice and tries to make a general theory about the characteristics of law. The specification of this research is descriptive analytical, which describes and analyzes the facts that are in accordance with the identification of problems in a systematic and factual manner regarding the reformulation of the management of evidence in narcotics cases in criminal law reform in Indonesia. 

The results of this study indicate that the weaknesses of regulating the management of narcotics evidence in Indonesia include: the absence of the investigator's obligation to obtain a permit from the Head of the District Court in conducting confiscation as in the Criminal Procedure Code, thus deviating from, and contradicting the legal principles and norms that apply in the regulation of goods. evidence that is related to the proof of a criminal case; The existence of full control by investigators both storing and controlling narcotics evidence is vulnerable to abuse because investigators are in direct contact with narcotics evidence. the principle of presumption of innocence; Evidence management officials do not receive special training in managing evidence, resulting generalizing the management of evidence in narcotics cases with other cases; Facilities for storing evidence of various types of narcotics have not been specifically regulated in the legislation; The Narcotics Law does not regulate a special chapter regarding the management of narcotic evidence, so it seems that the management of narcotic evidence is equated with evidence in general. The concept of reformulation of the management of evidence on narcotics cases in Indonesia is carried out through the following stages: formulative policies, applicative policies and execution policies, where in substance the law requires amendments to Law 35 of 2009 concerning narcotics and minimum laws and regulations need to be made in the form of government regulations. specifically regulates the management of narcotic evidence which is enforceable and binding and can be used as a guideline by several law enforcement agencies (Police and BNN) which have the authority to manage narcotic evidence. Suggestions that the authors can put forward include: it is necessary to regulate legal audits carried out by independent institutions in the field of evidence management. the need for a special room to store narcotics evidence during the criminal investigation process; it is necessary to improve the law on techniques and mechanisms for destroying evidence in line with the Criminal Procedure Code; strict regulations are needed in order to avoid overlapping the duties of the National Narcotics Agency and the Police related to the management of narcotic evidence;
Keywords:  Regulatory Reformulation, Evidence In Narcotics Cases, Criminal Law Reform.
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